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PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN

(Syaza Rizkia Putri, 2210112124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur mengenai pengecualian layanan kesehatan terhadap
orban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini
dapat menimbulkan persoalan hukum karena Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tidak selaras denganndang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penelitian ini akan menjawab pertama, bagaimana sinkronisasi hukum anta
pengecualian pelayanan kesehatan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 dengan asas perlindungan korban dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentan
Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, bagaimana pengecualian pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 52 ayat (1
huruf r dilihat dari prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normati
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahw
pertama, pengecualian layanan kesehatan terhadap korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5
Tahun 2024 tidak sinkron dengan asas perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 karena neg
tidak boleh membiarkan korban menanggung sendiri kerugiannya. Kedua, jika dilihat dari prinsip hak asasi manusia,
etentuan mengenai pengecualian pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf r dinilai bertentangan dengan|
rinsip non diskriminasi dan prinsip keadilan. Prinsip keadilan juga harus tercermin dalam memberikan pelayanan
esehatan secara adil, merata, dan tepat waktu kepada seluruh peserta tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, disarankan
lunya harmonisasi kebijakan melalui pengintegrasian pembiayaan layanan kesehatan korban tindak pidana ke dalam|
istem BPJS, sehingga anggaran LPSK yang selama ini digunakan untuk kebutuhan kesehatan dapat dioptimalkan untuk|
laksanaan fungsi perlindungan dan pemulihan korban.
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HEALTH SERVICES EXCLUDED BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION
NUMBER 59 OF 2024 CONCERNING THE THIRD AMENDMENT TO PRESIDENTIAL
REGULATION NUMBER 82 OF 2018 ON HEALTH INSURANCE
(Syaza Rizkia Putri, 2110112124, Faculty of Law, Andalas University, 83 Pages, 2026)

ABSTRACT

Article 52 paragraph (1) letter r of Presidential Regulation Number 59 of 2024 concerning the Third Amendment to
Presidential Regulation Number 82 of 2018 on Health Insurance, which regulates the exemption of health services
Jor victims of assault, sexual violence, terrorism, and human trafficking. This could cause legal issues because
Presidential Regulation Number 59 of 2024 is not aligned with higher laws, and aims to examine its legal
synchronization with the principles of victim protection and human rights. This study will answer first, how the legal
synchronization between the exemption of health services in Presidential Regulation Number 59 of 2024 aligns with
the principles of victim protection in Law Number 31 of 2014 on the Amendment of Law Number 13 of 2006 on the
Protection of Witnesses and Victims. Second, how the exemption of health services based on Article 52 paragraph
(1) letter r is viewed from the perspective of human rights principles. Furthermore, this research is a normative
Juridical legal study with a statutory, conceptual, case, and comparative approach. The results of the study show
that first, the exemption of health services for victims of criminal acts as regulated in Presidential Regulation
Number 59 of 2024 is not in line with the principle of victim protection in Law Number 31 of 2014 because the state
should not let the victims bear their losses alone. Second, from the perspective of human rights principles, the
provision regarding the exemption of health services based on Article 52 paragraph (1) letter r is considered to
contradict the principles of non-discrimination and justice. The principle of justice must also be reflected in
providing health services fairly, evenly, and in a timely manner to all participants without discrimination.
Therefore, it is recommended to harmonize policies by integrating the financing of healthcare services for victims of
criminal acts into the BPJS system, so that the LPSK budget, which has so far been used for health needs, can be
optimized for the implementation of victim protection and recovery functions.
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